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Abstrak 

Penelitian ini ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial ekonomi setelah adanya kebijakan 
desentralisasi fiscal di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam penelitian ini melakukan ana-
lisis deskriptif untuk melihat kondisi sosial ekonomi, data yang digunakan untuk kondisi 
ekonomi itu adalah data PDRB, Pertumbuhan ekonomi, Struktur ekonomi, sedangkan 
untuk kondisi sosialnya data yang digunakan adalah data kemiskinan, IPM, dan 
pengangguran. Hasil penelitan ini menunjukkan Perkembangan indikator sosial di Kabu-
paten Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari 
kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia  yang setiap tahunnya terus 
meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurun dan indikator ekonomi di Kabupaten 
Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat 
dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh 
Kabupaten Mandailing Natal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang 
signifikan dan perkembangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabu-
paten Mandailing Natal di era kepemimpinan Dahlan-Sukhairi ditahun 2017 sampai 
dengan 2019 terus mengalami peningkatan, dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD 
berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain pen-
ingkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB. 

Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi Fiskal, PDRB, Kemiskinan, IPM, APBD, 
Kesehatan, Pendidikan, Pengangguran 
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1. PENDAHULUAN 
Pembangunan ekonomi nasional sebagai upaya untuk membangun seluruh 

kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk mewujudkan salah satu tujuan 
nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tersurat pada ale-
nia IV pembukaan UUD 1945, pembangunan sebagai salah satu cermin penga-
malan pancasila terutama dijiwai sila kelima, keadilan social seluruh rakyat Indo-
nesia yaitu upaya peningkatan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada 
tercapainya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. 

Dalam GBHN 1998 (poin F:penjelasan ke-10) disebut bahwa arah dan ke-
bijakan pembangunan daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan 
dan hasil hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan rakyat, mengga-
lakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendaya-
gunaan potensi secara optimal dalam terpadu dalam mengisi otonomi daerah 
yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab serta memperkuat persatu-
an dan kesatuan bangsa. Karna itu penting dan sangat krusial untuk 
mewujudkan tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara 
kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah sehingga keadilan dan pemerataan 
hasil hasil pembangunan merata di seluruh tanah air. Hal tersebut tidak mungkin 
tercapai dalam waktu singkat tetapi memerlukan waktu karena itu yang paling 
penting adalah semua upaya harus diarahkan sedemikian rupa sehingga proses-
proses dan pelaksanaan pembangunan setiap tahun makin mendekatkan pada 
tujuan nasional. 

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa 
reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda asia dan bertepatan 
dengan proses pergantian rezim, dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih 
demokratis setelah jatuhnya pemerintahan soeharto, serta sebagai reaksi yang 
kuat dari kecendrungan sentralisasi kekuasaan dan sumber daya di pemerintah 
pusat selama tiga dekade terakhir. Masalahnya, pemerintah demokratis yang 
datang setelah pergantian rezim tidak memiliki kekuatan” pemersatu nasional” 
seperti yang dimiliki rezim sebelumnya, dan juga tidak memiliki daya setrivugal 
politis. Banyak provinsi yang kaya dengan sumber daya alam menyatakan 
ketidapuasan atas hasil eksploitasi sumber daya alamnya yang sebagian besar 
digunakan oleh pemerintah pusat. Struktur pemerintah terpusat telah 
mengakibatkan kesenjangan regional antara jakarta dan jawa dengan luar jawa, 
maupun antara kawasan timur Indonesia dengan kawasan barat Indonesia 
(Kuncoro, 2002).  

Dalam konstelasi semacam ini dapat mudah menyulut ketidakpuasan 
daerah. Gerakan separatis mulai muncul di provinsi Timor Timur, Aceh, Papua 
dan skala yang lebih kecil terjadi di Riau, yang mengakibatkan terancamnya 
integritas nasional Indonesia. Dengan mengecualikan Timor-Timur, protes 
berbasis kedaerahan yang terjadi pada penghujung 1998 secara tegas 
mengindikasikan ketidakpuasan terhadap kebijakan desentralisasi pemerintahan 
dang keuangan sebagai pemicu utamanya (Pratikno,1999). Tuntutan terhadap 
otonomi yang lebih luas, bahkan tuntutan federasi maupun merdeka, terutama 
datang dari daerah-daerah yang mempunyai sumberdaya alam yang kuat, 
seperti Aceh, Irian Jaya dan Riau, yang memberikan kontribusi penting terhadap 
pendapatan nasional, namun tidak memberikan alokasi keuntungan yang berarti. 
Presiden Habibie, yang memerintah setelah jatuhnya rezim soeharto harus 
menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional, dan 
dihadapkan pada pilihan untuk melakukan pembagian kekuasaan dari 
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pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran 
pemerintah pusat serta memberikan otonomi kepada daerah.  

Pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi, yaitu UU 
No. 22/1999 mengenai pemerintahan daerah, dan UU no. 25/1999 mengenai 
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. UU No. 22/1999 
mendelegasikan kekuasaan tertentu kepada daerah. Keadaan tersebut, terutama 
motivasi politik, tidak diragukan lagi mempengaruhi banyak aspek dalam desain 
akhir desentralisasi seerti dituangkan dalam undang-undang yang berkaitan 
dengan otda. Setelah menerapkan sistem yang amat sentralistik, kedua UU di 
atas menegaskan adanya fungsi dan kewenangan pemerintah daerah yang lebih 
besar dibanding UU No.5/1975. Oleh karena itu, beberapa pengamat menyebut 
diterapkannya pendekatan big bang, radikal, dalam struktur pemerintah dan 
desentralisasi fiskal karena mengubah drastis pola hubungan hubungan pusat 
dan daerah. 

Berdasarkan UU No.22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah mempunyai 
kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan 
penyelengaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat 
daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam pembiayaan dan keuangan dae-
rah diatur dalam UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 
33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak 
hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk men-
dukung pelakasanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber 
daya secara optimal. 

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi 
masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelakasaaan prioritas pem-
bangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang 
optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan 
ekonomi daerah yang bersangkutan. 

Menurut Todaro (2015). Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu 
proses multideminsional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam 
struktur social, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga 
nasional termasuk pula percepatan (akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengu-
rangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut).      

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai 
oleh setiap negara maupun daerah. Ukuran keberhasilan suatu negara maupun 
daerah dilihat dari pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan 
ekonomi yang meningkat ditandai dengan kenaikan pendapatan daerah yang 
dihasilkan dari meningkatnya hasil produksi dan sebaliknya pertumbuhan 
ekonomi yang melambat ditandai dengan menurunnya hasil produksi. Untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi tersebut dilakukan berbagai upaya ek-
splorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara optimal. Hal ini tentunya 
didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai peranan sebagai faktor 
produksi. 

Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,3%, 
adalah salah satu negara negara yang sedang berkembang sedang giat 
melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa menga-
baikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan nasional mengu-
sahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang pada 
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akhirnya memungkinkan terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan 
seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan nasional 
yang ditunjukan dengan besarnya nilai PDB (Produk Domestik Bruto). Berdasar-
kan dampak dari terjadinya pandemi perekonomian Indonesia  tahun 2020 men-
galami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%, dimana sebagian besar sector 
lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif dan hanya beberapa dari 
sector lapangan usaha tersebut yang memilki pertumbuhan yang positif. 

Perekonomian indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan, se-
bagian besar sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang negatif. 
Sektor industri pengolahan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,93 
persen  , sektor perdagangan,reparasi mobil dan motor mengalami kontraksi 
sebesar -3,72 persen, sektor konstruksi mengalami kontraksi sebesar -3,26 per-
sen, sektor pertambangan dan pengalian mengalami kontruksi sebesar -1,95 
persen, sektor transportasi dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan 
yang cukup besar yaitu -15,04 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Mi-
num sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa 
Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran. Sebaliknya, 
beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan 
Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; 
dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen. Penurunan dan 
kenaikan pertumbuhan ekonomi ini terjadi dikarenakan selama masa krisis virus 
covid-19 diberlakukan nya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) di se-
luruh Indonesia, dan hal ini mengharuskan seluruh masyarakat melakukan se-
luruh aktifitas dilakukan dirumah secara online atau daring atau yang biasa dise-
but dengan Work From Home (WFH).   

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang 
berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan internasional yang mem-
bawa keuntungan tersendiri dalam menyokong perekonomian daerahnya. Per-
tumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang diukur berdasarkan kenaikan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pa-
da tahun 2016 sebesar Rp 628.394,16 milyar yang tergolong mengalami pening-
katan setiap tahunnya. Sektor pertanian sebagai kontributor utama dengan 
peranan mencapai (21,65%). Selanjutnya sektor industri pengolahan (19,98%), 
sektor perdagangan (17,89%), sektor konstruksi (13,40%) dan sektor-sektor lain 
memberikan total kontribusi sebesar 27,08% terhadap pertumbuhan ekonomi 
Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor tersebut 
menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontri-
busi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (BPS 
Sumatera Utara). 

Kabupaten Mandailing Natal adalah salah satu Kabupaten yang berada di 
Provinsi Sumatera Utara. Yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang 
melimpah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi Kabupaten Mandailing Natal 
terhadap Provinsi Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 
indicator yang sangat penting untuk menilai kinerja perekonomian sebuah Nega-
ra, pertumbuhan ekonomi yang biasanya diukur dengan indicator Produk Domes-
tik Bruto (PDB) menunjukkan sejauh mana kinerja sector-sektor perekonomian 
dalam menghasilkan output. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertum-
buhan apabila PDB yang dihasilkan meningkat dari tahun sebelumnya.  
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Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicerminkan dari perubahan PDRB 
yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam priode tertentu. Tingginya tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjuk-
kan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Berikut 
dapat kita lihat kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Mandailing Natal tahun 
2015-2019. 

PDRB Kabupaten Mandailing Natal mengalami penigkatan selama 5 tahun 
terakhir. Dimana pada tahun 2015 nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal sebe-
sar 9.586,34 (rupiah) sedangkan pada tahun 2016 sebesar 10,660,04 (rupiah) 
dan nilai PDRB Kabupaten Mandailing Natal di tahun 2019 yaitu sebesar 
13.554,745 (rupiah). Kemudian sektor lapangan usaha yang paling banyak 
memberikan kontribusinya terhadap PDRB tersebut adalah Lapangan usaha Per-
tanian, Kehutanan, dan perikanan. Dengan memberikan kontribusi sebesar 
4.271,58 (rupiah) pada tahun 2015 dan 5.819,71. (rupiah) pada tahun 2019. 

Terkait dengan kewajiban  pemerintah daerah terhadap  pertumbuhan 
ekonomi daerahnya, kebijakan yang di dilakukan dapat memberikan tantangan 
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien 
dan efektif , namun disisilain kewenangan pemerintah daerah harus memberikan 
konsekuensi kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahterahan 
masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban 
itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengkelola potensi dae-
rahnya, yaitu potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) 
dan potensi sumber keuangan secara optimal. 

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandaling Natal 2016-2020 

Kabupaten Tahun 

Mandailing Natal 
2016 2017 2018 2019 2020 

64,55 65,13 65,83 66,52 66,79 

IPM di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 
2017 menjadi sebesar (65,13) dan di tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) pen-
ingkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga menjadi (66,52) dan mengalami pening-
katan lagi (0.27) ke tahun 2020 sehingga IPM menjadi sebesar (66,79). Kes-
impulan dari tabel IPM dari tahun 2016 sampai tahun 2020 selalu mengalami 
peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM mendekati 100 maka disuatu 
daerah dianggap kualitas manusia tersebut dikatakan bagus. 

2. METODE 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, dimana 

deskriptif analisis adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya 
sehingga dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Pada 
penelitian ini akan dideskripsikan tentang perkembangan kondisi sosial dan 
ekonomi, dan perkembangan APBD di kabupaten Mandailing Natal. Metode 
penelitian merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau 
metode yang digunakan oleh peneliti dalam mencapai tujuan penelitian. Metode 
dapat memberikan gambaran pada peneliti mengenai langkah-langkah yang ha-
rus dilakukan dan pemilihan metode yang tepat dapat membantu peneliti dalam 
memecahkan permasalahannya. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dapat di-
pertanggung jawabkan secara ilmiah, (Mudrajad Kuncoro,edisi k.4) menyatakan 
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bahwa suatu penelitian bertujuan untuk mengembangkan, membuktikan, 
menemukan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan. 

Adapun waktu penelitian ini dilakukan adalah 3 bulan terhitung dari bulan 
Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 di Kabupaten Mandailing Natal. Data 
yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari pihak lain yang telah 
diproses dan dikumpulkan sebagai hasil atas penelitian yang dilaksanakan, 
sumber data tersebut antara lain: 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Mandailing Natal. 2) Jurnal dan literatur-literatur yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data 
mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah prasasti, 
notulen rapat, lgger, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi dilakukan 
dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh BPS, Bap-
penas, dinas pemerintahan dan literatur. Metode analisis data yang digunakan 
penulis pada penelitian adalah analisis deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode 
analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklarifikasi, dan 
menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 
permasalahan yang diteliti. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal 
1) Letak Geografis Kabupaten Mandailing Natal 

Kabupaten Mandailing Natal terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 
98°10'-100°10' Bujur Timur ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut. Luas 
wilayah Kabupaten Mandailing Natal ± 6.620,70 km2 atau 9,23 persen dari 
wilayah Sumatera Utara dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
Sebelah Utara : Kab.Tapanuli Selatan;  
Sebelah Selatan : Prov.Sumatera Barat;  
Sebelah Barat : Samudera Indonesia; 
Sebelah Timur : Prov.Sumatera Barat; 

Iklim Kabupaten Mandailing Natal adalah berkisar antara 23 ºC-32 ºC 
dengan kelembaban antara 80-85 %. Sedangkan sumber mata air di kabupaten 
mandailing natal yaitu Gugusan Bukit Barisan yang mengalir di Kabupaten 
Mandailing Natal. Ada 6 sungai besar bermuara ke Samudera Hindia diantaranya 
adalah : Batang Gadis 137,5 Km, Siulangaling 46,8 Km, Parlampungan 38,72 
Km, Tabuyung 33,46 Km, Batahan 27,91 Km, Kunkun 27,26 Km, dan sungai-
sungai lainnya kira-kira 271,15 Km. Keberadaan sungai- sungai itu membuktikan 
bahwa daerah Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah yang subur dan 
menjadi lumbung pangan bagi wilayah sekitarnya. 

Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari 23 Kecamatan dan 386 De-
sa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 413.750 jiwa, laki-laki 203,565 jiwa atau 
49.20 % dan perempuan 210.185 jiwa atau 50.80 % . Dan tingkat pertumbuhan 
1,42% pertahun. 
2) Kondisi Topografi Kabupaten Mandailing Natal 

Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari gugusan pegunungan dan perbukitan 
yang dikenal dengan Bukit Barisan di beberapa kecamatan, juga daerah 
pesisir/daerah pantai di Kecamatan Batahan, Natal, dan Muara Batang Gadis.  
Daerah Kabupaten Mandailing Natal dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu : 
a. Dataran rendah merupakan daerah pesisir, kemiringan 00 – 2 0 seluas 

160.500 Ha (24,24%). 
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b. Daerah/dataran landai, kemiringan 20 – 150 seluas 36.385 Ha (5,49%) 
c. Dataran Tinggi, kemiringan 150 – 400 . Dataran tinggi terdiri 2 jenis, yaitu 1. 

Daerah perbukitan, kemiringan 150 – 200 seluas 112.000 Ha (16,91%) 2. 
Daerah pegunungan, kemiringan 200 – 400 seluas 353.185 Ha (53,34%). 

Perkembangan Indikator Sosial 
1) Penduduk/ Demografi 

Jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan data yang 
dihasilkan dari Survei Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan pusat Statistik 
sebanyak 472.886 dimana angka tersebut bertambah 67.941 jiwa dibandingkan 
dengan hasil survey penduduk tahun 2010.  472.886 jiwa yang terdiri dari 
235.487 jiwa penduduk laki-laki dan 237.408  penduduk perempuan. Jumlah 
penduduk terbesar berada pada Penyabungan sebanyak 90,049 jiwa, Angka sex 
ratio penduduk Kabupaten Mandailing Natal adalah sebesar 99,2. Sex ratio 
adalah banyaknya penduduk laki-laki dalam 100 orang perempuan. 

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, 
wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai 
jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah 90049 
jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 44533 jiwa 
dan perempuan sebanyak 45516 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah 
penduduk terbesar kedua yaitu Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk 
sebesar 53286 jiwa dengan rasio 95,6, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yaitu 
sebesar 26048 dan perempuan sebesar 27238. Sedangkan kecamatan yang 
memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu Kecamatan Ulu Pungkut 
dengan jumlah penduduk sebesar 4674 jiwa dengan rasio 100,1, jumlah yang 
berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 2338 jiwa dan yang berjenis perempuan 
yaitu sebesar 2336 jiwa. Sedangkan kecamatan kedua yang memiliki jumlah 
penduduk yang terendah yaitu Kecamatan Naga Juang dengan jumlah penduduk 
sebesar 4845 Jiwa dengan rasio 97,8, yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebe-
sar 2396 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 2449 jiwa.  

Dari 23 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, 
wilayah Kecamatan Penyabungan merupakan Kecamatan yang mempunyai 
kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Mandailing Natal mempunyai jumlah 
penduduk sebesar 90049 jiwa, sehingga memiliki kepadatan penduduk sebesar 
347 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan  kedua yang memiliki jumlah kepadatan 
penduduk adalah Kecamatan Siabu dengan jumlah penduduk 53286 jiwa se-
hingga kepadatannya adalah 154 jiwa/Km². Kecamatan Ulu Pungkut yang meru-
pakan Kecamatan yang mempunyai penduduk terendah yaitu  4674 jiwa sehing-
ga kepadatan penduduknya sebesar 16 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan kedua 
yang mempunyai kepadatan penduduk terendah yaitu Kecamatan Naga Juang 
dengan jumlah penduduk sebesar 4845 jiwa sehingga mempunya kepadatan 
penduduk sebesar 83/Km2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persebaran 
penduduk di wilayah Kabupaten Mandailing Natal relatif belum merata. 
2) Tenaga Kerja 

Pengangguran yang tinggi, penyediaan lapangan kerja baru dan 
produktivitas tenaga kerja yang rendah adalah permasalahan ketenagakerjaan 
yang perlu mendapat penanganan yang sangat serius dari pemerintah. 
Permasalahan ketenagakerjaan tersebut jika tidak segera diatasi akan dapat 
menimbulkan dampak sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator 
mengenai ketenagakerjaan juga dapat dijadikan sebagai ukuran atau barometer 
keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang 
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kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan 
lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran. Namun dalam 
kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menciptakan lapangan kerja 
baru sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa disebabkan karena 
peningkatan jumlah tenaga kerja jauh lebih tinggi dibandingkan penyediaan 
lapangan kerja baru dan penggunaan teknologi yang relatif kurang padat karya. 
Selain itu, pertumbuhan ekonomi lebih banyak dipacu oleh pertumbuhan 
konsumsi dan bukan karena penanaman modal baru (investasi) dan perluasan 
usaha. Pertumbuhan ekonomi seharusnya diiringi dengan peningkatan 
produktivitas. Tetapi hal itu juga kadang kala sulit tercapai karena pertumbuhan 
ekonomi tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja dan peningkatan 
tenaga kerja tidak diikuti dengan peningkatan output per tenaga kerja yang 
memadai. Pemilihan teknologi yang padat karya harus lebih diutamakan untuk 
lebih dapat menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang tinggi. 

Permasalahan ketenagakerjaan harus mendapatkan perhatian lebih serius 
dikarenakan besarnya dampak yang timbul akibat kurangnya penyerapan jumlah 
angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran (angkatan kerja yang tidak bekerja) 
yang tinggi akan berkaitan langsung terhadap meningkatnya permasalahan 
sosial yang lain, di antaranya masalah kriminalitas yang meningkat dan 
permasalahan kemiskinan yang akan cenderung meningkat pula. Salah satu 
cara dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan 
menggencarkan program-program pemerintah dalam penyediaan pendidikan, 
seperti mengadakan program-program pelatihan untuk peningkatan keterampilan 
dan program kewirausahaan bagi para pencari kerja. Dalam hal ini, kewajiban 
pencari kerja untuk mendaftar di Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu 
persyaratan administrasi pada proses perekrutan pegawai di dunia usaha cukup 
memberikan ruang bagi pemerintah untuk memonitor kondisi ketenagakerjaan di 
Kabupaten Mandailing Natal. 

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mandailing Natal (Ribu) Tahun 
2015-2019 

 
Berdasarkan grafik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal 

diatas dapat dilihat di tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 47,79 ribu, di 
tahun 2016 mengalami penurunan yang tidak signifikan dengan jumlah 47,67 ri-
bu, di tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mandailing Natal men-
jadi 48,3 ribu sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan 
dengan jumlah 42,39 ribu sedangkan di tahun 2019 terus mengalami penurunan 
sehingga menjadi 40,64 ribu penduduk miskin yang berada di Kabupaten Man-
dailing Natal. 
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3) Kesehatan 

Program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia, kualitas hidup dan usia harapan hidup penduduk serta mempertinggi 
kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Penduduk yang sehat 
merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Hal ini berarti 
penduduk yang sehat memiliki potensi atau kemampuan untuk meningkatkan 
produktivitas. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan nilai tambah 
ekonomi atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tubuh yang sehat secara 
fisik memungkinkan seseorang untuk melakukan segala kegiatan sehingga 
mencapai hasil yang optimal dan mampu menjadi manusia berkualitas. Derajat 
atau tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu, 
keturunan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. Peningkatan kualitas 
kesehatan penduduk juga sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang dikonsumsi 
penduduk. Dengan asupan makanan yang sehat bernutrisi maka tubuh akan 
menerima dampak positifnya. Tubuh harus menerima asupan makanan yang 
sesuai dengan takaran serta nilai-nilai kesehatan yang ada. Gizi yang cukup 
mampu mengatasi berbagai penyakit dan mencegah terjadinya masalah 
kesehatan. Tujuan utama pembangunan bidang kesehatan adalah mendekatkan 
dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui 
pembangunan bidang kesehatan diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan 
penduduk yang setinggi-tingginya sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan 
angka harapan hidup. Dalam mewujudkan derajat kesehatan penduduk setinggi-
tingginya tentu saja tidak lepas dari peran pemerintah dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan misalnya melalui penyediaan berbagai fasilitas kesehatan 
beserta tenaga medis berkualitas. Penyediaan prasarana kesehatan yang 
memadai sangatlah penting. Prasarana kesehatan yang memadai juga harus 
didukung dengan terpenuhinya gizi yang dikonsumsi penduduk sesuai dengan 
batas minimal kecukupan gizi. Tercukupinya gizi sejak usia dini dapat 
memperkecil peluang timbulnya stunting, sehingga harapannya lahirlah generasi 
sehat yang merupakan salah satu pendukung tercapainya keberhasilan 
pembangunan kesehatan. 

Gambar 2. Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama 
Sebulan Terakhir, 2014-2020 

 
Berdasarkan dari gambar di atas dari tahun 2014 -2020 besaran persentase 

masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi di tahun 2014 dengan 
jumlah sebesar 24,22 persen, ditahun 2015 mulai mengalami penurunan sehing-
ga menjadi 12,13persen. Besaran persentase ini terus mengalami penurunan 
dan kenaikan seiring dengan keadaan cuaca dan yang lainnya. Sehingga di ta-
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hun 2020 sebanyak 13,48 persen masyarakat yang mengeluh dengan ada pen-
yakit di diri mereka. 
4) Pendidikan 

Pendidikan merupakan investasi produktif bagi suatu negara dan 
masyarakatnya. Dengan pendidikan yang cukup, masyarakat diharapkan akan 
mempunyai akses yang lebih besar pada informasi serta lebih mampu 
menerapkan dan memanfaatkan hasil kemajuan teknologi dan selanjutnya 
diharapkan akan meningkatkan standar hidup dan perekonomian masyarakat. 
Untuk menuju kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh 
pembangunan, pemerintah mencanangkan program wajib belajar serta 
menyediakan sarana sekolah mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan 
tinggi. Kesuksesan program wajib belajar baik di jenjang pendidikan dasar 
maupun pendidikan menengah tergantung dari ketersediaan fasilitas pendidikan 
dan kemudahan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Semakin lengkap 
fasilitas pendidikan yang dimiliki dan semakin mudah mengakses fasilitas 
pendidikan maka kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut akan lebih 
baik dan berkualitas. Faktor lainnya yang cukup penting bagi masalah pendidikan 
adalah tersedianya guru dengan rasio terhadap peserta didik yang ideal. Artinya 
guru tidak dibebani tanggung jawab mengajar dalam jumlah kelas maupun 
jumlah murid yang melebihi batas kemampuan idealnya. Dengan rasio antara 
jumlah guru terhadap jumlah murid yang ideal, proses belajar mengajar akan 
dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Kepadatan murid dalam kelas yang 
ditunjukkan dari rasio murid terhadap kelas juga dapat mempengaruhi 
kelancaran proses belajar mengajar. Keberhasilan program wajib belajar dan 
kualitas pendidikan sumber daya manusia dapat diukur dari jumlah sekolah, 
jumlah guru, jumlah murid, rasio murid terhadap guru, dan lainlain. Untuk 
memperluas kesempatan bersekolah bagi masyarakat, pemerintah senantiasa 
berusaha menambah daya tampung dari fasilitas belajar mengajar terutama 
sekolah-sekolah formal. Penambahan daya tampung sekolah dilakukan melalui 
penambahan sekolah, penambahan ruang belajar mengajar maupun juga pada 
Indikator Sosial Kabupaten Mandailing Natal  Tahun 2020. 

Gambar 3. Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Sekolah, Tidak Sekolah 
Lagi, dan Belum Sekolah 2020 

 
Berdasarkan pada gambar diatas persentase punduduk usia 7-24 Tahun 

yang masih sekolah sebesar 74,53 persen dan yang belum sekolah 0,25 persen 
yang menjadi pusat perhatian adalah jumlah perentase penduduk usia 7-24 ta-
hun yang tidak sekolah lagi sebesar 25,19 persen. Hal ini sangat didasari dari 
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tuntutan faktor ekonomi yang menghasruskan mereka putus sekolah dan men-
cari uang demi kelangsungan hidup selanjutnya. 
5) Perkembangan IPM Kabupaten Mandailing Natal 

Table 1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mandaling Natal 2016-2020 
Perkembangan Indikator Ekonomi 

Kabupaten Tahun 

Mandailing Natal 

2016 2017 2018 2019 2020 

64,55 65,13 65,83 66,52 66,79 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat data IPM di Kabupaten Mandailing 
Natal tahun 2016 sebesar (64,55) di tahun 2017 menjadi sebesar (65,13) dan di 
tahun 2018 menjadi sebesar (65,83) peningkatan (0,63) ke tahun 2019 sehingga 
menjadi (66,52) dan mengalami peningkatan lagi (0.27) ke tahun 2020 sehingga 
IPM menjadi sebesar (66,79). Berdasarkan tabel IPM dari tahun 2016 sampai 
tahun 2020 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Disuatu daerah IPM 
mendekati 100 maka disuatu daerah dianggap kualitas manusia tersebut 
dikatakan bagus. 
Perkembangan Indikator Ekonomi 

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga berlaku menurut lapan-
gan usaha di Kabupaten Mandailing Natal dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 
yaitu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 
9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 
2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 
12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. 
Lapangan usaha yang menajadi penyumbang terbesar untuk PDRB setiap ta-
hunnya itu sector pertanian dimana ditahun 2015 sebesar 4.271,58, di tahun 
2016 sebesar 4.689,25, di tahun 2017 yaitu sebesar 5.158,32, sedangkan di ta-
hun 2018 sebesar  5.497,99 dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5.819,71. Se-
dangkan untuk lapangan usaha yang paling sedikit berkontribus terhadap PDRB 
Kabupaten Mandailing Natal yaitu lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan 
Sampah, Limbah Dan Daur Ulang dimana di tahun 2015 sebesar 2, 06, tahun 
2016 sebesar 2,22, ditahun 2017 yaitu sebesar 2,43 sedangkan ditahun 2018 
sebesar 2,85 dan ditahun 2019 yaitu sebesar 2,79. Lapangan usaha 
penyumbang terbesar terhadap kenaikan jumlah PDRB yaitu lapangan usaha 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Di tahun 2015 lapangan usaha Pertanian, 
Kehutanan dan Perikanan menyumbang terhadap PDRB sebesar 4.271,58 miliar 
rupiah, tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4.689,25 miliar rupiah, 
tahun 2017 kembali mengalami kenaikan menjadi 5.158,32 miliar rupiah se-
dangkan ditahun 2018 terus mengalami kenaikan sehingga menjadi 5.497,99 mil-
iar rupiah dan di tahun 2019 menajadi 5.819,71 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan 
oleh banyaknya masyarakat yang mempunyai matapencaharian sebagai petani 
dan nelayan di Kabupaten Mandailing Natal. 
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Gambar 4. PDRB Kabupaten Mandailing Natal Atas Dasar Harga Berlaku 
(ADHB), PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten 

Mandailing Natal Tahun 2015-2019  

 
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat perkembangan PDRB ADHB dalam 

kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 terus men-
galami peningkatan, di tahun 2015 sebesar 9.586,34 miliar rupiah, tahun 2016 
sebesar 10.656,12 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 11.712,51 miliar rupiah 
sedangkan di tahun 2018 yaitu sebesar 12.618,05 miliar rupiah dan di tahun 
2019 sebesar 12.541,05 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK juga mengalami 
peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019, di tahun 
2015 jumlah PDRB ADHK yaitu sebesar 7.473,72 miliar rupiah, tahun 2016 
sebesar 7.933,13 miliar rupiah, di tahun 2017 sebesar 8.416,50 miliar rupiah se-
dangkan ditahun 2018 yaitu sebesar 8.904,14 miliar rupiah, dan di tahun 2019 
9.376,46 miliar rupiah, dengan laju pertumbuhan di tahun   2015 sebesar 6,21%, 
tahun 2016 sebesar 6,18%, di tahun 2017 sebesar 6,09% sedangkan ditahun 
2018 yaitu sebesar 5,79% dan di tahun 2019 yaitu sebesar 5,30%.  
Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Mandailing Natal 
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing 

Natal Tahun 2017-2019 (ribu rupiah) 

Nomor Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

1 2017 2.471.464.537,26 

2 2018 2.695.512.046,84 

3 2019 3.102.834.618,07 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mandailing Natal  dalam kurun waktu 3 tahun 
yaitu tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan, di tahun 2017 jumlah APBD 
Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp. 2.471.461.537,26 , di tahun 2018 Rp. 
2.695.512.046,84 sedangkan di tahun 2019 jumlah APBD Kabupaten Mandailing 
Natal sebesar Rp. 3.102.834.618,07. 

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten 
Mandailing Natal (Miliar) tahun 2017-2019 

Nomor Tahun Produk Domestik Regional Bruto 

1 2017 11.712,51 

2 2018 12.618,05 

3 2019 13.544,74 
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Berdasarkan tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Berlaku di 
Kabupaten Mandailing Natal tahun 2017-2019 dapat dilihat nilai PDRB terus 
mengalami Peningkatan dari tahun ke tahun yaitu di tahun 2017 sebesar 
11.712,51 sedangkan ditahun 2018 meningkat sebesar 905,54 sehingga menjadi 
12.618,05 dan ditahun 2019 terus mengalami peningkatan yaitu sebesar 926,69 
sehingga menjadi 13.544,74. 
Gambar 5. Perbandingan APBD dan PDRB Kabupaten Mandailing Natal 2017-2019 

 
Dari diagram perbandingan APBD dan PDRB kabupaten Mandailing Natal 

2017 – 2019 menunjukan tren peningkatan. Apabila kita lihat data di atas menun-
jukan bahwa APBD Mandailing natal setiap tahun mengalami kenaikan yaitu pa-
da tahun 2017 APBD 2.471,46 miliar dan pada tahun 2018 2.695,51 miliar dan 
hingga pada tahun 2019 mencapai angka 3.102,83 miliar. Sedangkan pada 
PDRB juga mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 
11.712,51 miliar dan pada tahun 2018 naik menjadi 12.618,05 hingga pada tahun 
2019 menjadi 13.544,74. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah 
APBD berjalan seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam 
kata lain peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Purnama (2019) 
dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan kondisi sosial seperti 
variabel kimiskinan, IPM dan pengangguran setiap tahunnya mengalami kenai-
kan, dari kondisi ekonomi seperti variabel PDB, pertumbuhan ekonomi, struktur 
ekonomi infrastruktur juga mengalami kenaikkan di setiap tahunnya. Dilihat dari 
penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
peneliti terletak dari tempat dan waktu penelitian. 

4. KESIMPULAN 
Berdasarkan  hasil  penelitian dan pembahasan  yang telah diuraikan   

mengenai Analisis Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi pasca kebijakan 
fiskal Kabupaten Mandailing Natal, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Dari analisis yang dilakukan Perkembangan indikator sosial di Kabupaten 

Mandailing Natal setiap tahunnya terus meningkat hal ini dapat dilihat dari 
kesehatan, pendidikan, dan indeks pembangunan manusia  yang setiap ta-
hunnya terus meningkat dan jumlah kemiskinan terus menurundan indikator 
ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal terus mengalami peningkatan dalam 
kurun 5 tahun terakhir hal ini dapat dilihat dari perkembangan Produk Do-
mestik Regional Bruto (PDRB) yang dimiliki oleh Kabupaten Mandailing Na-
tal yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan 
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2. Dari analisis yang dilakukan terhadap perkembangan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah (APBD)  di Kabupaten Mandailing Natal di era kepemimpi-
nan Dahlan-Sukhairi yaitu ditahun 2017 sampai dengan 2019 terus men-
galami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah APBD berjalan 
seiringan dengan PDRB Kabupaten Mandailing Natal atau dalam kata lain 
peningkatan APBD efektif dalam menaikkan PDRB. 
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